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Credit Union merupakan salah satu lembaga keuangan 
yang sedang berkembang dan banyak dipercaya masyarakat yang 
membutuhkan jasa keuangan. Fakta empiris menunjukkan bahwa 
Credit Union memberikan jawaban atas kesulitan kewajiban 
penyediaan jaminan yang bersifat kebendaan yang disyaratkan 
oleh lembaga perbankan sebagai lembaga yang paling popular 
dalam masyarakat yang membutuhkan modal. Dilain pihak Fakta 
Yuridis menunjukkan bahwa Credit Union dalam operasionalnya 
belum menjadi ranah pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa 
Keuangan yang secara normatif berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 
mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh 
sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia.
Hasil temuan tentang konsep pelindungan terhadap 
pengguna dan Credit Union secara kelembagaan diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dosen 
maupun kalangan praktisi dan masyarakat pada umumnya.
Trimakasih diucapkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan 
Tinggi dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah 
memberikan bantuan fasilitas dan pendanaan sehingga penulisan 
buku ini dapat  terselesaikan dengan baik.
Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.
Yogyakarta, Agustus 2020
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Bab I 
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Masalah
Fakta normatif menunjukkan bahwa terdapat dualisme 
perijinan dan pengawasan atas lembaga keuangan, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) disatu pihak dan Gubernur sebagai kepala daerah 
Propinsi, Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten atau Walikota atau 
BUMD /Kalurahan untuk lembaga keuangan berbentuk Koperasi 
di lain pihak. Situasi ini menyimpan potensi konflik yang besar 
pada operasional Credit Union sebagai lembaga keuangan. Potesi 
konflik ini jika tidak dikelola akan muncul permasalahan besar 
baik dari aspek keuangan masyarakat maupun bagi Credit Union 
sebagai lembaga keuangan yang selama ini dipercaya masyarakat. 
Credit Union sebagai lembaga keuangan diluar lembaga perbankan 
membutuhkan intervensi mekanisme pelindungan terhadap 
kepentingan masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri. 
Persoalan utama pembangunan ekonomi pedesaan adalah 
berkaitan dengan perolehan dana sebagai modal usaha. Bank sebagai 
lembaga intermediary dalam penyaluran dana kepada masyarakat 
wajib memenuhi persyaratan collateral dan administratif.
OJK pada tahun 2016 melaksanakan Survei Nasional 
Inklusi  dan Literasi Keuangan. Hasil survey menyajikan data 
bahwa indeks literasi keuangan spada tingkat 29,66%. Sedangkan 
indeks inklusi keuangan pada besaran 67,82%. Prosentase tersebut 
mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil data 
SNLIK di tahun 2013. Pada tahun 2013 indeks literasi keuangan 
